
 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

A. Buku 

 

Anderson, J, (1978). Public Policy-Making, Second edition, Holt, Rinehart 

and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan 

Kebijakan Negara,Bumi Aksara, Jakarta:2006. 

 

Anderson, James, A. 1997. Public Policy Making Third Edition, USA, 

Penerbit Houghton Miffin Company 

 

      Ar.Mustopadidjaja.2003.Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, 

Implementasi dan Evaluasi.Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 

 

Brotodiharjo, R. Santoso, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Adika, 

Bandung 

 

 

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. Perpajakan Indonesia: Konsep, 

Aplikasi dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: C.V Andi Offset 

 

Dye, Thomas R, 2005, Understanding Public Policy, Eleventh Edition, New 

Jersey: Pearson Prentice Hall 

 

      Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy              

Analisys. Yogyakarta: Gava Media. 

 Indrarti,Maria Farida. 2011.Ilmu Perundang-undangan ( Jenis,Fungsi dan 

Materi Muatan). Penerbit Kanisius: Yogyakarta. 

 

Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio 

Rimba Persada 

Kumorotomo, Wahyudi, 2008, Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan 

Kebijakan 1974-2004, Penerbit Prenanda Kencana, Jakarta.  

 

Mansury, R.2002. Kebijakan Fiskal. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan 

Penyebaran Pengetahuan Perpajakan. 

 



83 
 

 

Mardiasmo. 2011. Perpajakan:Edisi Revisi 2011. Yogyakarta.: Andi 

Yogyakarta 

 

Mustaqiem:2010 Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah/Mustaqim. -- 

Yogyakarta: FH UII Press. 

 

Mustopadidjaja , AR. 2003.Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, 

Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Penerbit LAN. 

 

Nugroho,Riant. 2007.Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang ( 

Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi ). PT.Elex 

Media Komputindo: Jakarta 

 

Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin, Perpajakan. Teori dan Aplikasi Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2005.  

 

 Subarsono.2010. Analisis kebijakan publik. Yogyakarta:Pustaka Pelajar 

 

 Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif”. Bandung : ALFABETA. 

 

      Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1. Jakarta : Salemba 

Empat 

  Wibawa, Pubokusumo, 2000. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali 

Press.  

 

Widjaja, Prof. Drs. HAW. 2002.Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. 

Jakarta.PT Raja Grafindo Persada 

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. 

Yogyakarta: CAPS. 

Wahab, Abdul Solichin.2005, Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

B. Peraturan Perundang –Undangan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

bumi dan Bangunan. 1985. Jakarta: Menteri Negara Sekertaris Negara 

Republik Indonesia 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah.  1999. Jakarta: Menteri Negara Sekertaris 

Negara Republik Indonesia 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah.2004. Jakarta: Sekertaris Negara Republik 

Indonesia. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan 

Pemerintah RI tentang Perpajakan. Bandung: Citra Umbara. 

 

C. Jurnal, Artikel, Internet 

 

Departemen Keuangan. 2009. Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan 

(Online), 

(http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/okpbb/10

82-pendaerahan-pbb) 

 

Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) 

 

 

http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/okpbb/1082-pendaerahan-pbb
http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/okpbb/1082-pendaerahan-pbb
http://www.pajak.go.id/

